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ABSTRAK
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Terhadap Peran Penghulu Kampung Analisis Hukum Positif dan Hukum
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Penelitian ini membahas secara mendalam perspektif pelaku nikah siri
terhadap peran Penghulu Kampung di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut,
serta analisisnya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Fenomena nikah siri
yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama menimbulkan problem hukum terkait status perkawinan, hak waris,
pengakuan anak, dan perlindungan hukum bagi istri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research
yang dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih. Data
primer diperoleh dari pelaku nikah siri, Penghulu Kampung, dan pihak terkait di
Kecamatan Takisung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan
literatur akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memaparkan
temuan lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum
Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghulu Kampung berperan sebagai
penasehat, fasilitator saksi dan wali, serta pelaksana akad nikah dengan tujuan
utama menghalalkan hubungan dan mencegah zina. Dalam perspektif Hukum
Islam, nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah, namun dianjurkan
untuk diumumkan dan dicatat demi kemaslahatan (maslahah) serta pencegahan
mudarat. Sebaliknya, menurut Hukum Positif Indonesia, setiap perkawinan harus
dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat dianggap
tidak memenuhi syarat administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata,
sehingga peran Penghulu Kampung dalam menikahkan siri tidak memiliki
legitimasi hukum negara. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara sahnya
pernikahan secara syar‘i dan tuntutan legalitas formal negara, yang berdampak pada
perlindungan hukum pasangan dan anak. Penelitian ini merekomendasikan
sinkronisasi pemahaman masyarakat melalui edukasi hukum dan mendorong
Penghulu Kampung untuk mengarahkan pencatatan resmi perkawinan demi
terpenuhinya kedua aspek hukum tersebut.
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